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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan Perencanaan Pajak 

Penghasilan (PPh) Badan yang dilakukan oleh PT X, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. PT X menggunakan net method untuk menentukan besaran 

pajak terutang PPh Pasal 21. 

2. Penggunaan net method memiliki kelemahan karena 

perusahaan masih menanggung beban PPh Pasal 21 dan 

tidak dapat dibiayakan (non deductible expenses). 

3. PT X menanggung PPh Pasal 23 salah satu pihak ketiga 

dengan alasan tidak ada klausul pemotongan PPh Pasal 23.  

4. Hal itu menyebabkan PPh Pasal 23 tersebut tidak diakui 

sebagai pengurang pajak (kredit pajak), sehingga besaran 

pajak kurang bayar (PPh Pasal 29) menjadi lebih tinggi. 

5. PT X memilih untuk memberikan kesejahteraan kepada 

karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan. 

6. Natura (kenikmatan) yang diberikan PT X tidak di dapat 

dibiayakan (non deductible expenses), sehingga biaya 

operasional lebih rendah. 

 

 

 



97 

5.2 . Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diberikan kepada 

PT X yaitu: 

1. Perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan gross up 

method untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 

21.  

2. Dalam gross up method pemberian tunjangan pajak PPh 

Pasal 21 dapat dibiayakan (deductible expenses). 

3. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan penggunaan 

gross up untuk pembuatan kontrak perjanjian jasa terutang 

PPh Pasal 23.  

4. Hal tersebut mengakibatkan nilai perjanjian (beban iklan) 

menjadi lebih tinggi. Sehingga, pajak terutang PPh 23 

nilainya lebih tinggi.  

5. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan pilihan 

pemberian kesejahteraan karyawan dalam bentuk cash.  

6. Pemberian dalam cash  yang diakui sebagai tunjangan 

tersebut dapat dibiayakan (deductible expenses). 

7. Penghematan  atas pajak kurang bayar (PPh Pasal 29) 

perusahaan bila melakukan perencanaan pajak (tax 

planning) PPh Badan sebesar Rp 5.709.250 
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